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PUTUSAN
Nomor 288/PID.SUS/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara
perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LUU HONG DIEU;
Tempat lahir . Kien Giang, Vietnam;

Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun / tahun 1980; %
Jenis kelamin . Laki-Laki; ; y
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Vietnam; ,@

Tempat tinggal : Phuong Vinh ach Gia, Kien
Giang, Vi
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nal@ KM. Abadi 06 alias BV
8 S;

S

Terdakwa dalam perkara ini tidak ;

Pengadilan Tinggi tersebut;
Setelah membaca ‘%pan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru
%017 Nomor 288/PID.SUS/2017/PT PBR, tentang
yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada

tanggal 1 ber 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti oleh

ilan Tinggi Pekanbaru;

membaca berkas perkara dan surat surat yang bersang-

k Q)serta salinan resmi  putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang

t%al 11 Oktober 2017 Nomor 27/Pid.Sus-PRK/2017/PN Tpg;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum

tertanggal 24 Juli 2017, No. Reg. Perkara : PDM - 315/Euh.2/ N.10.11/

07/2017, Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

——————— Bahwa ia terdakwa LUU HONG DIEU selaku Nahkoda ABADI 06 alias BV

98887 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing bersama-sama dengan
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saksi LA VAN GIANG selaku Nakhoda ABADI 05 alias BV 99994 TS
(penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal
14 Maret 2017 pukul 06.15 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun
2017, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia (Laut Natuna) pada posisi 05° 41,007’ LU - 106°
05,276’ BT atau setidak-tidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional
Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan
pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan
mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yan rut
serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di Wilayah P%ﬁan

perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusi!?g nesia
di

melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, dayaan,

pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang ti emiliki SIUP

(Surat Izin Usaha Perikanan), perbuatan terdakwa{ di an dengan cara

sebagai berikut : g)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 M etQQl sekira pukul 06.15 WIB
terdakwa melakukan kegiatan penangka ikan pada posisi 05° 41,007’

LU - 106° 05,276’ BT di Zona :;’ nomi Eksklusif Indonesia (Laut Natuna)

laan Perikanan Republik Indonesia

yang merupakan Wilayah R%
dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring pukat harimau
berpasangan (pair trﬂ%yang dioperasikan dengan menggunakan tali

sepanjang lebih  kur 500 (lima ratus) meter yang berfungsi untuk

menarik jarin %)harimau pada saat dioperasikan, selain itu di atas
kapal ter p@nch di sebelah kanan dan kiri kapal yang digunakan untuk
menarj ('j%ﬁyang dilengkapi dengan 2 (dua) otter board atau papan
la g berfungsi sebagai pembuka mulut jaring, lalu terdapat rantai
%‘ bagai pengejut dan pemberat, sehingga ikan yang berada di dasar
%k n terkejut dan langsung masuk ke dalam mulut jaring pada saat jaring
ditarik oleh kedua kapal tersebut, bahwa jaring pukat harimau berpasangan
tersebut ditarik oleh ABADI 06 alias BV 98887 TS bersama-sama dengan
ABADI 05 alias BV 99994 TS selama kurang lebih 6 (enam) jam sekali
operasi, setelah berhasil menangkap ikan maka tali utama dan tali-tali
cabang ditarik ke atas sehingga ikan hasil tangkapan bisa diangkat ke
kapal, dan selama kegiatan pengoperasian jaring pukat harimau

berpasangan tersebut semua dalam kendali terdakwa selaku nakhoda
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ABADI 06 alias BV 98887 TS dan saksi LA VAN GIANG selaku Nakhoda
ABADI 05 alias BV 99994 TS, kegiatan penangkapan ikan tersebut telah
menghasilkan hasil tangkapan terdiri dari ikan campur dengan berat kurang
lebih 350 kg (tiga ratus lima puluh kilogram) yang disimpan di atas kapal
ABADI 05 alias BV 99994 TS.

- Bahwa ketika sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, kapal ABADI
06 alias BV 98887 TS dan kapal ABADI 05 alias BV 99994 TS dihentikan
oleh Kapal Pengawas HIU 12 yang sedang berpatroli dan kemudian
melakukan pemeriksaan terhadap kapal ABADI 06 alias BV 98887.4S dan
kapal ABADI 05 alias BV 99994 TS, dari hasil pemeriksaan di pal
ditemukan bahwa kapal ABADI 06 alias BV 98887 TS yang din ai oleh
terdakwa dan kapal ABADI 05 alias BV 99994 TS ya %khodai oleh
saksi LA VAN GIANG adalah kapal penangkap ik ‘%Vietnam yang
memasang bendera Indonesia yang @ tel

lakukan  kegiatan
penangkapan ikan secara illegal dan tanpa i dokumen - dokumen
yang sah dari Pemerintah Indonesia b p urat Izin Usaha Perikanan

(SIUP).

----- Perbuatan terdakwa sebagaim r dan diancam pidana Pasal 92 Jo
Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 5 ) huruf b jo Pasal 102 Undang-Undang

No.31 Tahun 2004 tentang\ Perikanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No.45
Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

. @ ATAU

009 tentang Perubahan atas Undang-undang

sal A VAN GIANG selaku Nakhoda ABADI 05 alias BV 99994 TS
(penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal
14 Maret 2017 pukul 06.15 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun
2017, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia (Laut Natuna) pada posisi 05° 41,007’ LU - 106°
05,276’ BT atau setidak-tidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional
Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan

pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan
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mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut
serta melakukan perbuatan dengan sengaja yang memiliki dan/ atau
mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendara asing melakukan
penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak
memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan lkan), perbuatan terdakwa dilakukan

dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 06.15 WIB
terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 05° 41,007’
LU - 106° 05,276' BT di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Laut %m)
yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik oresia

dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring _pu arimau
%unakan tali

berpasangan (pair trawl) yang dioperasikan dengan E

sepanjang lebih kurang 500 (lima ratus) meter wang\ berfungsi untuk

menarik jaring pukat harimau pada saat diop ikal

kapal terdapat winch di sebelah kanan dan %B yang digunakan untuk
menarik jaring yang dilengkapi dengan@m otter board atau papan
k

, selain itu di atas

layang yang berfungsi sebagai pemb lut jaring, lalu terdapat rantai
besi sebagai pengejut dan pem t, $ehingga ikan yang berada di dasar
akan terkejut dan langsung m& e dalam mulut jaring pada saat jaring

ditarik oleh kedua kapal tefséhut] bahwa jaring pukat harimau berpasangan

tersebut ditarik oleh A 06 alias BV 98887 TS bersama-sama dengan
ABADI 05 alias BV 4 TS selama kurang lebih 6 (enam) jam sekali
operasi, setel Masil menangkap ikan maka tali utama dan tali-tali
cabang 'ta@ atas sehingga ikan hasil tangkapan bisa diangkat ke
kapal, selama kegiatan pengoperasian jaring pukat harimau
b an tersebut semua dalam kendali terdakwa selaku nakhoda

06 alias BV 98887 TS dan saksi LA VAN GIANG selaku Nakhoda

% ADI 05 alias BV 99994 TS, kegiatan penangkapan ikan tersebut telah

menghasilkan hasil tangkapan terdiri dari ikan campur dengan berat kurang

lebih 350 kg (tiga ratus lima puluh kilogram) yang disimpan di atas kapal
ABADI 05 alias BV 99994 TS.

- Bahwa ketika sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, kapal ABADI
06 alias BV 98887 TS dan kapal ABADI 05 alias BV 99994 TS dihentikan
oleh Kapal Pengawas HIU 12 yang sedang berpatroli dan kemudian
melakukan pemeriksaan terhadap kapal ABADI 06 alias BV 98887 TS dan
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kapal ABADI 05 alias BV 99994 TS, dari hasil pemeriksaan di atas kapal
ditemukan bahwa kapal ABADI 06 alias BV 98887 TS yang dinakhodai oleh
terdakwa dan kapal ABADI 05 alias BV 99994 TS yang dinakhodai oleh
saksi LA VAN GIANG adalah kapal penangkap ikan asal Vietnam yang
memasang bendera Indonesia yang telah melakukan kegiatan
penangkapan ikan secara illegal dan tanpa dilengkapi dokumen - dokumen
yang sah dari Pemerintah Indonesia berupa Surat Izin Penangkapan lkan
(SIPI).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasa@at
(2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 20 ang
Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentan %’Wenan Jo
Pasal 5 ayat (1) huruf b jo Pasal 102 Undang-Undang @ ahun 2004

ang-Undang No.45
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-und or 31 Tahun 2004

Tentang Perikanan. Q
ATA\®
KETIGA 6
——————— Bahwa ia terdakwa LUU H%‘%DIEU selaku Nahkoda ABADI 06 alias
BV 98887 TS yang merupakan“apal penangkap ikan asing bersama-sama

dengan saksi LA VAN G elaku Nakhoda ABADI 05 alias BV 99994 TS
(penuntutan dilakuka2 da erkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal

Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan

5 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun

Ekonomi sif Indonesia (Laut Natuna) pada posisi 05° 41,007’ LU - 106°
u setidak-tidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional

14 Maret 2017 pu
2017, bertempat ilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona
& T

yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan
pa engadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan
mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut
serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki menguasai,
membawa, dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau/ alat
bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan
sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan
perikanan Negara Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia,
perbuatan terdakwa dilakukan dengan sebagai berikut :
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- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 06.15 WIB
terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 05° 41,007’
LU - 106° 05,276’ BT di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Laut Natuna)
yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia
dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring pukat harimau
berpasangan (pair trawl) yang dioperasikan dengan menggunakan tali
sepanjang lebih kurang 500 (lima ratus) meter yang berfungsi untuk
menarik jaring pukat harimau pada saat dioperasikan, selain itu di atas
kapal terdapat winch di sebelah kanan dan kiri kapal yang digunakan“untuk
menarik jaring yang dilengkapi dengan 2 (dua) otter board %an
layang yang berfungsi sebagai pembuka mulut jaring, lalu te rantai
besi sebagai pengejut dan pemberat, sehingga ikan y@%i dasar
akan terkejut dan langsung masuk ke dalam mulut jari da saat jaring
ditarik oleh kedua kapal tersebut, bahwa jaring puKat au berpasangan

tersebut ditarik oleh ABADI 06 alias BV 988 ersama-sama dengan
ABADI 05 alias BV 99994 TS selama u% bih 6 (enam) jam sekali
operasi, setelah berhasil menangka &maka tali utama dan tali-tali
cabang ditarik ke atas sehingg @ sil tangkapan bisa diangkat ke
kapal, dan selama kegia ngoperasian jaring pukat harimau
berpasangan tersebut sen& am kendali terdakwa selaku nakhoda
ABADI 06 alias BV 9 TS dan saksi LA VAN GIANG selaku Nakhoda
ABADI 05 alias BV
menghasilkan hasihtangkapan terdiri dari ikan campur dengan berat kurang
lebih 350 k@a ratus lima puluh kilogram) yang disimpan di atas kapal
ABAD % BV 99994 TS.
- Bah eflka sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, kapal ABADI
%2' s BV 98887 TS dan kapal ABADI 05 alias BV 99994 TS dihentikan
| Kapal Pengawas HIU 12 yang sedang berpatroli dan kemudian
melakukan pemeriksaan terhadap kapal ABADI 06 alias BV 98887 TS dan
kapal ABADI 05 alias BV 99994 TS, dan dari hasil pemeriksaan di atas
kapal, ditemukan 1 (satu) unit alat tangkap ikan jenis jaring pukat harimau

TS, kegiatan penangkapan ikan tersebut telah

berpasangan (pair trawl) yang merupakan alat penangkap ikan yang
penggunaanya dilarang karena dapat mengganggu dan merusak
keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah

Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
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————— Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo
Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1)
huruf b jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut  Umum
tanggal 11 Oktober 2017, No. Reg. Perkara : PDM - 315/Euh.2/N. @)7/
2017, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LUU HONG DIEU bers %Iakukan

perbuatan tindak pidana bersama-sama melakuka@tan dengan

sengaja yang memiliki dan/atau mengoperasikan penangkap ikan

berbendera asing melakukan penangkap i ZEEI yang tidak

memiliki SIPI (Surat lzin Penangkapa n) ‘'sebagaimana diancam

pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pa yat (2) Undang-Undang RI
Nomor. 45 Tahun 2009 tentan ahan atas Undang-Undang RI

Nomor 31 Tahun 2004 tenta efikanan Jo Pasal 5 Ayat (1) huruf b
Jo Pasal 102 Undan @ Nomor. 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan sebagai n(a%a diubah dengan Undang-Undang Nomor
45 Tahun 2009 _te Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2004 % erikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang
D

tercantu akwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menja% pidana terhadap terdakwa LUU HONG DIEU dengan
denda sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah),

‘%ﬂdalr selama 6 (enam) bulan kurungan;
Q%enyatakan barang bukti berupa;
1) 1 (satu) Unit Kapal KM. ABADI 06 alias BV 98887 TS
2) 1 (satu) Unit GPS Furuno GP-32
3) 1 (satu) Unit Kompas Express
4) 1 (satu) Unit Radio Sea Eagle 6900

Dirampas untuk dimusnahkan.
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1) 1 (satu) Buah Bendera Negara Republik Indonesia
Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.5000,- (Lima ribu lima rupiah).

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, maka
Pengadilan Negeri  Tanjungpinang telah menjatuhkan putusan tanggal
11 Oktober 2017 Nomor 27/Pid.Sus-PRK/2017/PN Tpg, yang amarnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUU HONG DIEW terbukti secar&b dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanay, 7“Secara

bersama-sama dengan sengaja menggunakan al gkap ikan

dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang men u dan merusak

keberlanjutan sumberdaya ikan di  kapal pan ikan di wilayah

”

Pengelolaan Perikanan RI m dakwaan alternative

sebagaimaQ
Ketiga Penuntut Umum; x

2. Menjatuhkan pidana terhadap T, LUU HONG DIEW dengan
pidana denda sebesar Rp. 50@ ,- (lima puluh juta rupiah) ;

3. Menetapkan barang bukt(%ha :
- 1 (satu) unit kapa BADI 06 alias BV 98887 TS ;
- 1 (satu) uni@unc GP-32;
-1 (satu@xnpply RPM Digital merk Tachometer;

- 1@&%1“ Kompas Express;

atu) unit Radio Sea Eagle 6900;

@1 (satu) buah Bendera Negara Republik Indonesia ;

Dirampas untuk negara ;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut
Umum telah mengajukan Permohonan banding pada tanggal 12 Oktober
2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor
25/Akta.Pid.Sus-PRK/2017/PN Tpg, permohonan banding tersebut telah
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diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Oktober
2017,

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bandingnya Penuntut Umum telah
mengajukan memori banding tertanggal 17 Oktober 2017 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 19 Oktober
2017, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada
Terdakwa tanggal 20 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi,
kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan kes tan
untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadi
Tanjungpinanhg, sejak tanggal 23 Oktober 2017 samp anggal
30 Oktober 2017 selama 7 (tujuh) hari; %

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeri alam tingkat

banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dal enggang waktu dan tata

cara serta syarat syarat yang ditentukan ndang-Undang, maka
permintaan banding tersebut secara formal dap iterima;

Menimbang, bahwa Majelis Haki \Iding setelah membaca dan
mencermati memori banding yang @n oleh Penuntut Umum tersebut,
Majelis Hakim Banding tidak ‘%kan hal-hal baru atau dalil-dalil yang
dapat memperbaiki putusan it@ﬁa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam
mempertimbangkan putus sudah berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang
ada/terungkap di pers'da%r,

Menimban ‘ﬁ%@apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam
memori bandi %ada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim
Tingkat P %ﬁehingga hal itu merupakan pengulangan saja dari apa yang
sudah . di bangkan oleh karenanya memori banding tersebut haruslah
di mgkan;

enimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi  mempelajari dengan
seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Tanjungpinang, tanggal 11 Oktober 2017 Nomor 27/Pid.Sus-PRK/2017/PN
Tpg, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Pengadilan
Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam
putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara syah  dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya

dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan
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pertimbangan Pengadian Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam

tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan
tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa
putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanggal 11 Oktober 2017
Nomor 27/Pid.Sus-PRK/2017/PN Tpg haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi

pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam dua
tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Unda mor 45
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nom% ahun 2004

Tentang Perikanan Jo Pasal 5 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-undang

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagainmanajtelah diubah dengan
Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tent ubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1
KUHPidana dan Undang-undang Nomor l\n 1981 tentang KUHAP serta

peraturan-peraturan lain yang berkait§ engan perkara ini;

Soen

- Menerima permohon nding dari Penuntut Umum;

- Menguatkan 1&& Pengadilan  Negeri  Tanjungpinang, tanggal
11 Oktober 77 Nomor 27/Pid.Sus-PRK/2017/PN Tpg, yang dimohonkan
bandin t(%@but ;

- Me an kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam

% tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,00
% ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah  diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 28 Desember
2017 oleh kami : H. Sarpin Rizaldi, S.H,M.H sebagai Ketua Majelis, Fakih
Yuwono, S.H dan Haryono, S.H,.M.H masing masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 oleh Ketua Majelis dan
didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusnidar, S.-H
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sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri

Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Fakih Yuwono, S.H H. Sarpin Rizaldi, S.H.,M.H

Haryono, S.H.M.H @
Panitera Pengganti, l ?»

Yusnidar, %

‘G
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